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ABSTRAK 

Waduk Kedung Ombo merupakan proyek besar yang mulai direncanakan 

di tahun 1969 dan diresmikan pada tahun 1991 pada masa jabatan presiden 

Soeharto. Masalah pembebasan tanah, ganti rugi dan konflik antara warga 

terdampak pembangunan Kedung Ombo terangkat menjadi isu nasional bahkan 

internasional. Dalam dinamika pengelolaan konflik, muncul beberapa ulama 

seperti K.H. Hammam Dja‟far, K.H. Mahfudz Ridwan dan K.H. Abdurrahman 

Wahid. Hal ini terjadi karena relasi antara Ulama dengan LSM, Tokoh Lintas 

Iman dan peristiwa yang terangkat ke publik karena isu hak asasi manusia dan 

konflik agraria. Ulama berkontribusi dalam resolusi konflik dan ditunjukkan 

melalui kepemimpinannya di kasus Kedung Ombo. 

Penelitian ini mengenai sejarah sosial, maka digunakan pendekatan 

sosiologi untuk mengkaji konflik dan menjelaskan timbulnya konflik, serta 

menganalisis kepemimpinan kharismatik yang ditunjukkan ulama dalam resolusi 

konflik Kedung Ombo. Teori yang digunakan adalah teori konflik Simon Fisher 

dan kepemimpinan kharismatik Max Webber. Prosedur dalam penelitian ini 

berupa heuristik meliputi pengumpulan sumber; kritik sumber meliputi kritik 

intern dan ekstern; interpretasi berupa klasifikasi dan mencari hubungan 

kausalitas; serta eksplanasi sejarah untuk penulisan sejarah.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Pertama, aktivitas sosial 

keagamaan masyarakat Kedung Ombo sebelum pembangunan waduk masih 

mempertahankan tradisi dan nilai-nilai lokal. Kepercayaan setempat masih ada 

kaitannya dengan kepercayaan mitologi mengenai zaman kemakmuran, terjadinya 

Waduk Kedung Ombo, dan keyakinan pengulangan sejarah tentang geger serang 

yang ketiga; Kedua, dalam proses pembangunan Waduk Kedung Ombo, terjadi 

konflik antara pemerintah setempat dengan warga yang terjadi pada tahun 1982-

1989, sehingga berdampak dalam kelangsungan hidup warga Kedung Ombo. 

Konflik timbul karena tidak adanya kesepakatan atau proses musyawarah dalam 

tahap proses pembangunan seperti tahap sosialisasi, ganti rugi, dan penggenangan 

yang terlalu cepat; Ketiga, ulama melakukan resolusi konflik dikarenakan adanya 

kepentingan untuk masyarakat Kedung Ombo dan dalam hal mengkritik kebijakan 

orde baru. Dalam upaya resolusi konflik, dibagi menjadi tiga tahapan, yaitu 

penciptaan perdamaian (tahun 1989), menggalang perdamaian (tahun 1989), dan 

membina perdamaian (tahun 1989-2002). Kehadiran ulama dalam upaya resolusi 

konflik di Kedung Ombo tercermin melalui fungsi-fungsi kepemimpinan yang 

dijalankan, seperti fungsi mobilisasi untuk mendorong terjadinya perubahan dari 

sisi sikap warga Kedung Ombo, fungsi mediasi dalam penanganan konflik dan 

ketegangan antar pihak secara langsung, dan fungsi motivasi dari ketiga ulama 

yang fokus terhadap pendampingan masyarakat, penguatan psikologis warga, 

serta keikutsertaan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. 

 

Kata Kunci: Kepemimpinan Kharismatik, Resolusi Konflik, Konflik 

Pembangunan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pemerintahan Orde Baru dapat diidentikkan dengan ciri khas 

pembangunan, kendati di sisi lain juga diidentikkan dengan citra sentralistik, 

otoriter dan kurang mengimplementasikan nilai demokrasi. Namun dalam hal 

pembangunan fisik, Orde Baru harus diakui melakukan pekerjaan 

pembangunan yang diprioritaskan. Keberhasilan pembangunan fisik dan 

ekonomi pada masa itu belum diimbangi dengan adanya iklim demokratisasi, 

keterbukaan, kebebasan berkumpul, kebebasan berfikir dan kebebasan 

mengeluarkan pendapat. 
1
 

Sebagian besar program pembangunan dilakukan dengan sistem top-down 

planning sehingga kurang sesuai dengan kebutuhan atau aspirasi masyarakat, 

karena telah direncanakan, dilaksanakan, diatur, dan dikelola negara. Oleh 

sebab itu, dampak bagi sebagian masyarakat yang merasa dirugikan, mereka 

tidak kuasa untuk menolak kemauan penguasa. Berbagai proyek pembangunan 

yang menyertakan pembebasan tanah sebagai salah satu proses di dalamnya 

sering berakhir dengan penggusuran tanah atau bangunan. Meski terdapat 

perlawanan rakyat, namun pada akhirnya perlawanan tersebut terkesan 

percuma. Kasus Kedung Ombo merupakan salah satu dari sekian banyak 

                                                           
1
 Isdiyanto, et.al, Menyelami Kedung Ombo, vol.1, (Semarang: Kelompok Diskusi 

Wartawan, 2003), Hlm 3. 
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proyek pembangunan di masa Orde Baru yang berakhir dengan penggusuran 

tanah atau bangunan milik penduduk setempat, ketika belum semua penduduk 

Kedung Ombo menyepakati nilai ganti rugi.
2
 

Waduk Kedung Ombo merupakan sebuah proyek pembangunan yang 

direncanakan pada masa pemerintahan Presiden Soeharto. Perencanaan 

tersebut dirasa penting bagi kesejahteraan rakyat terutama pada aspek ekonomi, 

sumber tenaga listrik, pengairan sawah dan beberapa sektor pariwisata. 

Pembangunan Waduk Kedung Ombo ini dibiayai USD 156 juta dari Bank 

Dunia, USD 25,2 juta dari bank Exim Jepang, dan APBN, dimulai pada tahun 

1985 hingga tahun 1989. Pelaksanaan program pembangunan Waduk Kedung 

Ombo ini dilakukan secara bertahap, dimulai dengan melakukan studi 

kelayakan pada tahun 1976, pembebasan tanah pada tahun 1982, dan 

pembangunan fisik pada tahun 1985.
3
 Akan tetapi, hal ini bukanlah mudah bagi 

pemerintah untuk melaksanakan program-program pembangunan Waduk 

Kedung Ombo. Program ini memerlukan lokasi sekitar 9.623 hektare. Oleh 

sebab itu, perlu pembebasan 5.286 KK yang bermukim di 37 desa, 7 

kecamatan dan 3 kabupaten yang harus dilakukan oleh pemerintah.
4
 

Pembangunan bendungan serta proyek-proyek irigasi serupa selama masa 

Orde Baru seringkali mendapatkan perlawanan dari masyarakat yang tidak 

bersedia dengan adanya pembangunan, karena dengan alasan akan terjadi 

penggusuran dan dibeli tanahnya begitu saja. Selain Waduk Kedung Ombo, 

lima bendungan lain di Jawa yang mendapatkan perlawanan dari warga adalah 

                                                           
2
 Ibid., Hlm 3-5. 

3
 Ibid., Hlm 9. 

4
 Ibid., Hlm 7. 
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bendungan Jipang di Jawa Timur, bendungan Gajah Mungkur dan Mrica di 

Jawa Tengah, serta bendungan Saguling dan Cirata di Jawa Barat.
5
.  

Studi tentang kepemimpinan ulama terhadap kondisi sosial masyarakat 

sebetulnya bermuara pada hal apa yang mampu dilakukan oleh umat Islam 

terhadap kondisi sosial yang terjadi.  

Dalam konteks ini, pembangunan dilakukan berasal dari program 

pemerintah untuk mewujudkan waduk atau irigasi guna mengatasi 

permasalahan terkait beberapa aspek seperti kekeringan, irigasi pertanian, 

mengatasi banjir dan lain-lain. Masyarakat yang kurang mampu memahami 

kondisi dan komunikasi yang dilakukan pemerintah seakan-akan terlalu 

menekan pada rakyatnya. Hal ini kemudian menjadikan rakyat kurang setuju 

atas kebijakan yang diambil. Pemerintah melakukan komunikasi secara tidak 

menyeluruh, dan hanya menginstruksikan perangkat desa agar mampu 

mengatasi permasalahan ketidaksanggupan dan biaya ganti rugi tanah. Dalam 

proses pembangunan, muncul gerakan sosial warga Kedungpring atas 

kebijakan pembangunan Waduk Kedung Ombo.  

Peristiwa pembangunan Waduk Kedung Ombo ini melibatkan banyak 

unsur, seperti LSM, beberapa Ormas, rakyat kecil, sejumlah tokoh agama baik 

Islam atau non-Islam, dan juga unsur dari mahasiswa.
6
 Ulama yang saat ini 

peneliti bahas merupakan unsur yang penting, dan nampaknya belum ada yang 

fokus membahas dalam konteks pembangunan waduk Kedung Ombo. Jadi, 

                                                           
5
Ardhi Setyawan Noviandi, Dampak Pembangunan Waduk Kedung Ombo terhadap 

Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Petani di Kabupaten Grobogan Tahun 1989-1998, 

(Semarang: Unnes, 2019), Hlm 4. 
6
 Ibid., Hlm 8-9. 
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bagaimana kepemimpinan ulama atau tokoh agama Islam di peristiwa 

pembangunan waduk Kedung Ombo ini penting untuk diteliti.  

Beberapa studi tentang kepemimpinan ulama dalam protes sosial masih 

perlu dilakukan. Umat Islam yang terdiri dari pemuka atau pemimpin agama 

yang biasa disebut kyai atau ulama kerap sekali dapat diartikan sebagai 

seseorang yang memiliki ilmu keagamaan yang tinggi atau hanya tinggal di 

Pondok Pesantren saja. 

Beberapa Ulama yang memiliki peran penting diantaranya adalah K.H. 

Hammam Ja‟far pengasuh Pondok Pesantren Pabelan Magelang yang 

mendampingi para warga yang masih bertahan di lokasi, dan membangun 

sekolah darurat untuk sekitar 3.500 anak-anak, serta membangun sarana seperti 

rakit untuk transportasi warga yang sebagian desanya sudah menjadi danau. 

Selain itu terdapat K.H. Mahfudz Ridwan yang melakukan mediasi dengan 

penduduk sekitar Kedung Ombo, beberapa informasi menyebutkan bahwa 

ulama menjadi konseptor agar rakyat dan pemerintah sama-sama legowo atau 

saling mengerti akan kondisi yang dihadapi. Sebetulnya, para ulama lokal 

memiliki peran penting dan advokasinya demi umat disana. Akan tetapi hal 

tersebut harus dilakukan secara hati-hati agar tidak menimbulkan perpecahan 

yang lebih. Selain itu, K.H. Abdurrahman Wahid juga pernah mengambil sikap 

atas dibangunnya Waduk Kedung Ombo.  

Oleh sebab itu, dari pengamatan peneliti, penting untuk mengungkap 

sejauh apa Ulama di atas muncul dalam melakukan upaya resolusi konflik pada 
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konteks pembangunan waduk yang erat kaitannya dengan pembangkangan dan 

pergerakan masyarakat merespons dibangunnya Waduk Kedung Ombo. 

 

B. Batasan dan Rumusan Masalah 

Bagian selanjutnya adalah memberikan penjelasan mengenai pembatasan 

dan perumusan masalah. Pembatasan dimaksudkan agar penelitian mampu 

menjelaskan secara tepat dari segi luasan tempat dan batasan waktu. Penelitian 

ini bermaksud untuk membahas kepemimpinan ulama terkait dengan 

pembangunan waduk Kedung Ombo. Tempat yang dilakukan pada penelitian 

ini adalah di Kemusu, Boyolali karena warga yang pindah dari tanah yang 

sekarang menjadi Waduk Kedung Ombo sebagian besar ditempatkan di 

Kemusu. Batasan waktu mengenai penelitian dilakukan pada tahun 1985 

mengingat terjadinya pembangunan awal, dan tahun 2002 dikarenakan 

pemindahahan atau relokasi penduduk berakhir pada tahun tersebut. 

Berdasarkan batasan dan penjabaran dari latar belakang, maka terdapat 

rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana kondisi sosial, ekonomi, dan keagamaan masyarakat sekitar 

Kedung Ombo sebelum dibangunnya waduk? 

2. Bagaimana proses pembangunan Waduk Kedung Ombo dan timbulnya 

konflik dalam pembangunan waduk Kedung Ombo? 

3. Mengapa ulama melakukan resolusi konflik pembangunan Waduk Kedung 

Ombo dan faktor-faktor apakah yang membentuk tipe kepemimpinan 

masing-masing ulama tersebut? 
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C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Berdasarkan pada rumusan masalah tersebut, maka penelitian ini bertujuan 

untuk: 

1. Mengkaji eksistensi pemimpin agama dalam memberikan solusi terhadap 

problem sosial sebagai bagian dari edukasi dan advokasi kehidupan 

masyarakat. 

2. Mempelajari konflik agraria dan upaya penyelesaian konflik yang 

dilakukan oleh berbagai lapisan masyarakat. 

3. Menyelidiki pola dan hubungan ulama dengan stakeholder dalam 

memberikan solusi ketika terdapat konflik di masyarakat.  

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah: 

1. Memperkaya pengetahuan tentang kepemimpinan ulama lokal di 

Indonesia. 

2. Menambah literatur tentang sejarah Islam dan konflik yang berkembang di 

masyarakat. 

3. Sebagai bahan informasi, data dan sumber baru mengenai kesejarahan 

ulama dalam menghadapi konflik pembangunan di Indonesia. 

 

D. Kajian Pustaka 

Pertama, Karya Tesis Bedhahing Serang Kaping Telu Ing Kedungpring: 

Gerakan Sosial Masyarakat Seputar Waduk Kedung Ombo karya Panis Dhbi 

Salam dari alunni Ilmu Sejarah Universitas Gajah Mada Yogyakarta. 

Pembahasan karya di atas adalah gerakan sosial masyarakat Kedungpring yang 
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muncul dan disebabkan oleh pelaksanaan pembebasan tanah serta faktor 

kultural warga. Bagi warga Kedungpring, tak ada jalan lain kecuali melakukan 

Gerakan sosial. Tujuan dari gerakan ini mulanya adalah menghendaki 

pembangunan waduk Kedung Ombo dihentikan. Setelah tujuan tersebut tidak 

tercapai, maka tujuan gerakan mereka berikutnya adalah mendapatkan relokasi 

di sekitar waduk, dengan alasan agar tetap bisa dekat dengan leluhurnya dan 

bisa ikut serta menikmati hasil pembangunan waduk Kedung Ombo. 

Kedua, Penelitian Tesis yang dilakukan oleh J. Mardimin dari alumnus 

Universitas Gajah Mada program studi Sosiologi dengan judul Perlawanan 

Masyarakat Kedung Ombo: Studi tentang Bentuk-bentuk Resistensi 

Masyarakat Kedung Ombo terhadap Represi Negara Atas Pembangunan 

Waduk Kedung Ombo. Karya di atas menujukkan bentuk perlawanan-

perlawanan masyarakat Kedung Ombo terhadap represi negara terkait dengan 

pembangunan waduk raksasa di daerah tersebut. Perlawanan-perlawanan 

masyarakat sekitar Kedung Ombo dilakukan oleh masyarakat biasa. 

Permasalahan di dalam pembangunan waduk Kedung Ombo tergolong banyak, 

yakni dibuktikan dengan meninggalkan kepedihan bagi para korban dan 

menguras banyak waktu dalam penyelesaian, jika dihitung dari studi kelayakan 

mulai tahun 1969 hingga tahun 2004, selama kurang lebih 35 tahun masalah 

Kedung Ombo belum secara keseluruhan terselesaikan. 

Ketiga, Penelitian dari Jurnal terbitan Balai Besar Penelitian dan 

Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Kementrian Sosial yang ditulis 

oleh Gunanto Surjono berjudul Perubahan Sosial Masyarakat Segitiga Hilir 
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Dampak Pembangunan Waduk Kedung Ombo. Penelitian tersebut membahas 

mengenai perubahan sosial yang terjadi dalam aspek ekonomi lokal, sistem 

kekeluargaan, hubungan dengan pemerintahan setempat, dan kepercayaan yang 

dianutnya setelah perubahan alam lingkungan yang berlangsung selama 25 

tahun. 

Keempat, Penelitian Disertasi dari Arief Patramijaya di University of 

Essex Inggris tahun 2002 yang berjudul “A Critical Contextual Human Rights 

Analysis of Kedung Ombo Large Dam Project in Indonesia”. Penelitian ini 

menekankan pembahasan mengenai analisis kasus Kedung Ombo dalam sudut 

pandang hukum hak asasi manusia level nasional dan internasional. Tujuannya 

adalah guna memberikan wawasan tentang hukum yang berlaku di kasus yang 

serupa dan mekanisme hukum yang tersedia bagi orang yang mengalami kasus 

serupa. Penelitian ini juga membahas mengenai kemungkinan dalam hal 

penegakan tanggung jawab negara dan non negara dalam penyelesaian 

pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan dalam proyek Kedung Ombo. 

Kelima, Tulisan yang bersifat jurnalistik juga pernah diterbitkan dengan 

judul Menyelami Kedung Ombo. Buku karangan Isdiyanto dan kawan-

kawannya ini mengungkapkan dinamika situasi warga sekitar waduk Kedung 

Ombo. Sifat tulisan yang berupa keadaan nyata pada konteks warga Kedung 

Ombo ini menggambarkan dampak dari adanya pembangunan waduk. 

Keenam, Penelitian Disertasi dari George Aditjondro di Cornel University 

New York tahun 1993 yang berjudul “The Media as Development -Textbook- A 

Case Study On Information Distortion in the Debate About the Social Impact of 
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an Indonesian Dam”. Penelitian tersebut berisi analisis media yang muncul 

dalam proses proyek bendungan Kedung Ombo. Beberapa analisisnya ialah 

mengenai strategi media yang diterapkan oleh pengkritik proyek bendungan, 

dan beberapa informasi yang tidak terlaporkan terkait proyek Kedung Ombo. 

Ketujuh, Buku yang berjudul “Seputar Kedung Ombo” yang ditulis oleh 

Stanley (Yosep Adi Prasetya) di Salatiga terbitan dari hasil kerjasama Lembaga 

Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) dengan INFID (International NGO 

Forum on Indonesian Development) pada tahun 1990. Buku ini bersumber dari 

hasil pengamatan langsung Stanley ketika aktif dalam KSKPKO (Kelompok 

Solidaritas Korban Pembangunan Kedung Ombo) dan Yayasan Geni di 

UKSW. Data diambil melalui pengamatan langsung, catatan-catatan yang ia 

buat, koran-koran terkait peristiwa Kedung Ombo dan cerita-cerita tentang 

sejarah dan legenda di Kedung Ombo melalui penduduk di sana. Ciri khas dari 

penelitian ini adalah penggunaan metode “pengamatan terlibat” atau 

participant observation yang mana telah berusaha untuk mengungkap rekaman 

jejak beberapa sudut pandang “orang kampus” dan “orang kampung” di 

Indonesia, dalam hal ini terkait pembangunan bendungan serba guna di 

Kedung Ombo Jawa Tengah.  

Beberapa penelitian yang sudah ada memberikan informasi seputar 

pembangunan waduk Kedung Ombo dan adanya gerakan sosial yang terjadi. 

Namun penelitian tentang adanya kontribusi atau keberadaan ulama dalam 

dinamika pembangunan waduk dan dinamika gerakan sosial yang terjadi belum 

dibahas sama sekali. Sifat penelitian ini adalah penelitian lanjutan dari yang 
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sudah ada, akan tetapi terdapat perbedaan dari sisi fokus pembahasannya. 

Penelitian yang akan dilakukan ini adalah adanya kepemimpinan ulama yang 

memiliki kontribusi dalam proses pembangunan waduk Kedung Ombo, baik 

dari sisi protes sosial yang terjadi ataupun dari sisi advokasi untuk 

memperjuangkan hak dari warga Kedung Ombo.  

Fokus pembahasan penelitian sebelumnya lebih menekankan pada aspek 

umum mengenai pembangunan dan dampak yang ditimbulkan dari 

pembangunan saja. Keberadaan Islam yang diwakili oleh tokoh agama Islam 

semestinya harus dimunculkan. Dikarenakan tokoh agama Islam memiliki 

posisi sentral dalam dinamika peristiwa ini, maka penelitian lanjutan yang 

membahas tentang keberadaan kepemimpinan ulama akan menjadi penelitian 

baru yang akan memberikan wawasan baru terkait sejarah Islam, dan pada 

khususnya sejarah sosial Islam. 

 

E. Kerangka Teoritik 

Penelitian ini adalah penelitian sejarah sosial, sehingga dalam proses 

penelitian ini dibutuhkan pendekatan sosiologi dalam mengungkap fenomena 

kepemimpinan ulama. Kajian sosial yang berbasiskan Islam dilakukan oleh 

Kuntowijoyo mengenai Ilmu Sosial Profetik. Kajian menurutnya adalah upaya 

mengilmukan Islam dalam melihat fenomena sosial. Pengilmuan Islam yang 

dimaksud adalah upaya membangun disiplin keilmuan yang utuh dalam 
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mengkaji fenomena kemasyarakatan dari Islam itu sendiri.
7
 Proses 

pembangunan proyek Kedung Ombo memang melibatkan beberapa lapisan 

masyarakat, baik di daerah lokal, regional, nasional, bahkan internasional. Oleh 

sebab itu, kajian sejarah ini membutuhkan pendekatan ilmu sosial sebagai ilmu 

bantu dalam menjelaskan penetapan objek, struktur permasalahan, dan 

mengarahkan metode analisis dalam menjelaskan objek sejarah. Pendekatan 

ilmu sosial yang relevan dengan topik peneliti adalah sosiologi.  

Corak sosiologis dalam kajian sejarah, familiar dengan istilah sejarah 

sosiologis (sociological history). Sejarah analitis dan sejarah struktual hanya 

dapat dikaji dan ditulis dengan baik jika pendekatan sosiologis khususnya dan 

pendekatan ilmu sosial pada umumnya diterapkan. Perbedaan sejarah 

sosiologis dengan sejarah sosial tidak akan signifikan terjadi jika bentuk uraian 

sejarah sosiologis memuat diskripsi yang memuat banyak fakta sosial yang 

dirumuskan dari istilah-istilah ilmiah dari sosiologi dan dengan penggunaan 

retorik yang tidak terpengaruhi oleh struktur analitis, melainkan lebih kepada 

uraian diskursif.
8
 Namun, perbedaan tentunya ada dalam kajian sejarah dan 

sosiologi sebagai pembatas atau pembeda, yakni sosiologi mengutamakan 

aspek generalisasi struktur masyarakat, sedangkan sejarah menekankan pada 

keunikan dan perubahan-perubahan masyarakat dari waktu ke waktu. Oleh 

sebab itu, maksud dari peneliti ialah menggunakan pendekatan sosiologi dalam 

menggambarkan tentang peristiwa sejarah dalam segi-segi sosialnya. 

                                                           
7
 Kuntowijoyo, Islam sebagai Ilmu: Epistemologi, Metodologi, dna Etika, (Yogyakarta: 

Tiara Wacana, 2007), Hlm 23. 
8
 Sartono Kartodirjo, Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah, (Yogyakarta: 

Penerbit Ombak, 2017), Hlm 165-166. 



12 

 

 

Pendekatan sosiologi digunakan untuk memperoleh fakta-fakta sejarah terkait 

dengan kondisi geografis, keadaan penduduk Waduk Kedung Ombo dari sisi 

sosial, budaya hingga keagamaan, melihat alasan dari pemerintah dalam hal 

pembangunan waduk dan respons masyarakatnya, serta melihat hubungan 

sosial-politik ulama dalam kepemimpinannya di konflik yang terjadi di Kedung 

Ombo.  

Tidak hanya itu saja, pendekatan sosiologi juga telah memberikan 

pandangan bahwa konflik yang terjadi merupakan suatu bentuk proses sosial 

disosiatif, yang ternyata berasal dari perbedaan, kesenjangan dan kelangkaan 

kekuasaan, perbedaan atau kelangkaan posisi sosial dan sumber daya atau 

karena disebabkan oleh sistem nilai dan penilaian yang berbeda secara 

ekstrim.
9
 Konflik sosial yang terjadi bukannya tidak ada solusi. Menurut 

Hendropuspito dalam tulisan Eko Handoyono tentang Sosiologi Politik, 

terdapat 5 cara untuk menyelesaikan konflik, yakni konsiliasi, mediasi, 

arbritasi, paksaan, pengendoran.
10

 Berbeda halnya dengan Simon Fisher, 

penjelasan lebih lanjut mengenai pendekataan untuk mengelola konflik 

dijelaskan lebih rinci, seperti: pencegahan konflik, penyelesaian konflik, 

pengelolaan konflik, resolusi konflik dan transformasi konflik.
11

 Peneliti 

menggunakan resolusi konflik dari bacaan ilmu sosiologi sebagai cara pandang 

lebih dalam mengenai penelitian ini. 

                                                           
9
 Eko Handayono, Sosiologi Politik, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013), Hlm 54. 

10
 Ibid., Hlm 56. 

11
 Simon Fisher dkk, Terj. Mengelola Konflik „Keterampilan dan Strategi untuk 

Bertindak‟, (Jakarta: The British Council Indonesia, 2001), Hlm 7. 
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Menurut Ritzer, sebuah kekuasaan atau kepemimpinan merupakan peluang 

bahwa sesuatu bisa terjadi sehingga suatu perintah akan mampu dipenuhi 

beberapa kelompok orang.
12

 Dalam analisis sosiologis, Hassanatul Jannah 

menyebutkan bahwa kekuasaan kyai atau ulama diorientasikan untuk 

menggalang perubahan sosial yang mampu memperkokoh posisi sosialnya di 

masyarakat. Kyai atau ulama harus berada dan membela tradisi kultural agama, 

dan jika kehilangan kekuatannya akibat dari berbagai strategi-strategi politik 

maka otoritas kyai menjadi luntur.
13

 Adanya kesadaran bahwa perjuangan kyai 

yang berangkat dari otoritas kultural dan agama inilah yang memberikan sudut 

pandang bagi peneliti untuk memahami secara struktur sosial melalui kharisma 

atau kewibaannya yang ditunjukkan melalui sebuah sikap terhadap konflik 

Kedung Ombo. 

Ilmu sejarah adalah ilmu yang bersifat empiris, maka sangat penting untuk 

berpangkal pada fakta-fakta yang tersaring dari sumber sejarah, sedangkan 

teori dan konsep dijadikan sebagai alat untuk mempermudah analisis dan 

sintesis sejarah. Pendirian pokok pada penelitian ini adalah berdasarkan 

kumunculan ulama yang memiliki potensi untuk menjadi kontributor dari 

sekian upaya yang dilakukan oleh beberapa unsur seperti LSM, ormas, 

mahasiswa, rakyat dan lainnya. Oleh karena itu, paradigma yang dibangun 

adalah kepemimpinan ulama memiliki latar belakang, sebab khusus serta sikap 

pengelolaan konflik yang berbeda di banding dengan pihak luar lain dalam 

                                                           
12

 Ach Riadi, Kiai dan Perubahan Sosial di Madura 1935-1955, (Yogyakarta: UIN Sunan 

Kalijaga, 2022), Hlm 14. 
13

 Hannatul Jannah, Kyai, Perubahan Sosial dan Dinamika Politik Kekuasaani, 

(Pamekasan: Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan, 2015), Hlm 175. 
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konflik yang terjadi antara pihak pemangku kepentingan dengan warga lokal 

atas adanya kebijakan pemerintah untuk membangun Waduk Kedung Ombo. 

Paradigma ini dikembangkan berdasarkan konsep-konsep pokok di bawah ini:  

1. Kebijakan Pembangunan 

Kebijakan umumnya dianggap sebagai pedoman untuk bertindak atau 

saluran untuk berfikir. Secara lebih khusus, kebijakan adalah pedoman untuk 

melaksanakan suatu tindakan. Kebijakan mengarahkan tindakan untuk 

mencapai sasarn dan tujuan. Kebijakan menjelaskan bagaimana cara 

pencapaian tujuan dengan menentukan petunjuk yang harus diikuti. Kebijakan 

dirancang untuk menjamin konsistensi tujuan dan untuk menghindari 

keputusan yang berwawasan sempit dan berdasarkan kelayakan.
14

 Penulis 

dapat menyimpulkan bahwa arti dari kebijakan sebagai sebuah rangkaian 

rencana atau keputusan untuk kemudian dijadikan acuan tindakan yang 

dimanifestasikan dalam bentuk program-program terkait persoalan tertentu 

dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan. 

Definisi pembangunan merupakan suatu proses transformasi yang dalam 

perjalanan waktu ditandai oleh perubahan struktural, yaitu perubahan pada 

landasan kegiatan ekonomi maupun pada kerangka susunan ekonomi 

masyarakat yang bersangkutan.
15

 Menurut Prof Denis Goulet, minimal ada 3 

komponen dasar atau tata nilai yang seharusnya bisa memahami arti 

pembangunan, yakni berkaitan dengan nafkah hidup, harga diri menjadi 

                                                           
14

 George A Steiner, dan John B. Minier, Kebijakan dan Strategi Manajemen edisi Kedua, 

(Jakarta: Eirlangga, 1997), Hlm 22. 
15

 Bachrawi, Sanusi, Pengantar Ekonomi Pembangunan, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 

2004), Hlm 8. 
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manusia, dan sasaran pembangunan.
16

 Dapat  dikatakan bahwa pembangunan 

merupakan suatu kenyataan fisik dan suatu keadaan jiwa yang diupayakan 

cara-caranya oleh masyarakat melalui kombinasi berbagai proses sosial, 

ekonomi, dan kelembagaan untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. 

Kebijakan pembangunan dapat diartikan sebagai garis haluan yang menjadi 

dasar dalam pelaksanaan kegiatan di bidang pembangunan dengan target-target 

tertentu demi terwujudnya perubahan ke arah yang lebih baik.  

2. Protes Sosial 

Secara substansial aksi kolektif sebenarnya tidak berbeda dengan protes 

sosial. Keduanya merupakan bentuk tindakan bersama massa untuk menentang 

pemegang kekuasaan. Sydney Tarrow mendefinisikan aksi kolektif sebagai 

perlawanan bersama oleh rakyat dengan upaya bersama dan solidaritas dalam 

interaksi yang berlanjut dengan elite, musuh-musuhnya dan pemegang 

kekuasaan. Aksi kolektif dapat hadir dalam bentuk asosisasi kepentingan, 

gerakan protes sosial, pemberontakan, pembangkangan atau revolusi. 

Dibanding dengan aksi kolektif, protes sosial tampaknya lebih membumi 

dalam konteks masyarakat lokal Indonesia. Protes adalah gerakan massa yang 

lebih jelas yang tidak semata-mata karena tidak puas atau emosi untuk merusak 

tatanan sosial politik, melainkan gerakan yang rasional dan disengaja untuk 

mengawali perubahan. Protes sosial dapat dikatakan sebagai gerakan sosial 

berskala rendah atau sebagai embrio dari gerakan sosial yang menyeluruh 

untuk mendorong perubahan sosial. Smelser, Charle Till dan Robert Ted Gurr 

                                                           
16

 George A Steiner, dan John B. Minier, Kebijakan dan Strategi Manajemen edisi Kedua, 

Hlm 23. 
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mengatakan bahwa protes sosial memiliki beberapa tahapan, diantaranya, (1) 

pernyataan spontan tentang ketidakpuasan bersama; (2) pemilihan pemimpin 

gerakan, (3) transformasi tindakan yang berstuktur menjadi tindakan yang 

terorganisir; (4) konfrontasi dengan „musuh‟ gerakan; (5) pencapaian hasil. 

3. Kepemimpinan dan Resolusi Konflik 

a. Kepemimpinan 

Secara etimologi, kepemimpinan berarti khilafah, imamah, imaroh, 

yang mempunyai makna daya memimpin atau kualitas seorang pemimpin 

atau tindakan memimpin.
17

 Secara terminologi merupakan suatu 

kemampuan untuk mengajak orang lain agar mencapai tujuan-tujuan 

tertentu yang telah ditetapkan.
18

 Pemimpin yang ideal merupakan 

keinginan bagi setiap orang, sebab pemimpin itulah yang akan membawa 

maju-mundurnya suatu organisasi, lembaga, negara dan bangsa. Oleh 

karenanya, pemimpin sangat dibutuhkan demi tercapainya kemaslahatan 

umat. 

Muhadi menyebutkan bahwa kepemimpinan dalam Islam tidak 

berbeda dari model kepemimpinan pada umumnya. Prinsip-prinsip dan 

sistem-sistem yang digunakan dalam kepemimpinan Islam memiliki 

beberapa kesamaan dengan kepemimpinan pada umumnya, yaitu 

paradigma legal formalistik yang menjelaskan kepemimpinan yang 

dilakukan oleh orang Islam, asas-asas yang dipakai Islam, terlepas apa dan 

cara memimpin itu Islami atau tidak. Paradigma yang kedua adalah 

                                                           
17

 Muhammad Idris Marbawi, Kamus Idris al-Marbawy, juz 1, Hlm 28. 
18

 Abdul Mujib, Kamus Istilah Fikih, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), Hlm 120. 
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paradigma esensial-substansial yang menjelaskan mengenai 

kepemimpinan dapat dikatakan Islami jka di dalamnya terdapat nilai-nilai 

Islam yang dipraktikkan dalam mengatur sebuah organisasi atau 

masyarakat.
19

 

Kata ulama adalah bentuk jamak daripada kata „alim dalam bahasa 

Arab, yang secara harfiyah berarti seseorang yang memiliki ilmu. Oleh 

karena itu, ulama berarti men of knowledge yaitu orang-orang yang 

berilmu. Di Indonesia, kata ulama yang asasnya bermakna jamak atau 

banyak dianggap bermakna tunggal atau seorang. Bukan hanya itu, 

pengertian ulama juga mengalami penyempitan makna karena kadang-

kadang dianggap dan disamakan dengan seorang ahli fikih, yang tugasnya 

di mata orang-orang awam adalah mengurusi ibadah semata dalam 

keseharian. Sebutan ulama di Indonesia pun juga berbeda, di Aceh disebut 

dengan teungku, di Sumatera Barat disebut tuanku atau buya, di Jawa 

Barat disebut dengan ajengan, di Jawa Tengah dan Timur dipanggil kyai 

dan lain-lain. Di Al-Qur‟an sebutan ulama adalah sebagai hamba-hamba-

Nya yang dengan sesungguhnya takut kepada Allah (Q.S. Al-Fathir ayat 

28).
20

 

Bagaimanapun, penguasaan terhadap ilmu-ilmu agama tidak serta 

merta menyebabkan seseorang dianggap sebagai seorang yang alim. Selain 

memiliki pengetahuan agama Islam, seseorang yang alim juga harus saleh, 
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taat menjalankan ajaran agama, mengajarkan ilmunya dan berakhlak yang 

terpuji. Bahkan seseorang dikatakan alim jika diakui oleh ulama lainnya, 

diterima dan mendapat pengakuan daripada orang-orang di sekitarnya 

karena ilmu pengetahuan, kesalehan, ketaatan, sikap dan perilakunya yang 

sangat terpuji. Dengan demikian, ulama adalah orang-orang yang memiliki 

pengetahuan agama yang luas dan mendalam, berakhlak terpuji, saleh, dan 

taat (menjalankan yang diperintahkan dan menjauhi yang dilarang) dan 

diakui oleh orang lain karena ilmu, perilaku, atau nasabnya.
21

 

Dasar konseptual kepemimpinan dalam perspektif Islam adalah 

melalui pendekatan normatif berupa prinsip tanggung jawab dalam 

organisasi, prinsip etika tauhid, prinsip keadilan, dan prinsip 

kesederhanaan. 

Kepemimpinan kyai atau ulama sering identik dengan atribut 

kepemimpinan yang kharismatik. Sartono menyebutkan bahwa kyai-kyai 

pondok pesantren baik dulu ataupun sekarang merupakan sosok yang 

penting yang mampu membentuk kehidupan sosial, kultural dan 

keagamaan warga muslim di Indonesia.
22

 

b. Resolusi Konflik 

Menurut Weitzman, resolusi konflik memiliki makna sebagai sebuah 

Tindakan pemecahan masalah bersama. Lain halnya dengan Fisher, 

resolusi konflik yang dijelaskan adalah usaha menangani sebab-sebab 

konflik dan berusaha membangun hubungan baru yang bisa tahan lama di 
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antara kelompok-kelompok yang berseteru. Menurut Mindes, resolusi 

konflik merupakan kemampuan untuk menyelesaikan perbedaan dengan 

yang lainnya dan merupakan aspek penting dalam pembangunan sosial dan 

moral yang memerlukan keterampilan dan penilaian untuk bernegosiasi, 

kompromi serta mengembangkan rasa keadilan.
23

 

Dari pemaparan di atas, maka dapat simpulkan bahwa yang dimaksud 

dengan resolusi konflik adalah suatu cara untuk menyelesaikan masalah yang 

sedang dihadapi secara sukarela. Resolusi konflik juga memberikan saran 

dengan cara yang lebih demokratis dan konstruktif untuk menyelesaikan 

konflik dengan memberikan kesempatan pada pihak-pihak yang berkonflik 

dalam penyelesaian masalah dengan melibatkan pihak yang mampu membantu 

memecahkan masalah. 

Berdasarkan posisi ulama terkait kontribusinya terhadap penanganan 

konflik Waduk Kedung Ombo, maka penulis dapat menggunakan konsep 

kepemimpinan ulama sebagai mediator untuk menjalankan fungsi-fungsi 

kepemimpinannya dalam menghadapi kebijakan pembangunan Kedung Ombo. 

Mediator dapat diperankan oleh pemimpin tradisional yang membentengi titik-

titik rawan dalam jalinan yang menghubungkan sistem lokal dengan sistem 

keseluruhan yang lebih luas; bertindak sebagai penyangga atau penengah 

antara kelompok-kelompok yang saling bertentangan; dan menjaga 

terpeliharanya daya pendorong dinamika masyarakat yang diperlukan bagi 
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kegiatan mereka.
24

 Oleh karena itu, studi ini berusaha untuk melacak aktivitas 

sosial, ekonomi, dan keagamaan masyarakat Kedung Ombo sebelum 

dibangunnya waduk, proses berlangsungnya pembangunan waduk dan respons 

masyarakat, serta kepemimpinan ulama dalam resolusi konflik kebijakan 

pembangunan waduk Kedung Ombo.  

Sehubungan dengan analisis terhadap konflik di Waduk Kedung Ombo, 

perlu ditekankan bahwa yang dimaksud adalah kemunculan kepemimpinan 

ulama atas respons konflik di Kedung Ombo. Studi ini mengarahkan 

pembahasannya berdasarkan teori tentang kepemimpinan kharismatik dari Max 

Webber dan teori konflik dari Simon Fisher.  

Menurut Ann Ruth Wilner dan Dorothy Wilner dalam suntingan 

Kartodirjo, istilah kharisma yang diambil dari perbendaharaan kata permulaan 

pengembangan agama Kristen guna menunjuk 1 dari 3 jenis kekuasaan atau 

authority yang kini merupakan klasifikasi klasiknya mengenai kekuasaan atas 

dasar tuntutan keabsahannya. Ia membedakan antara: 

1) Kekuasaan tradisional, yang mana tuntutan keabsahannya didasarkan atas 

suatu kepercayaan yang telah ada atau established pada kesucian tradisi yang 

amat kuno; 

2) Kekuasaan yang rasional atas berdasarkan hukum (legal), yang didasarkan 

atas kepercayaan terhadap legalitas peraturan-peraturan, dan hak bagi mereka 

yang memegang kedudukan, yang berkuasa berdasarkan peraturan-peraturan 

untuk mengeluarkan perintah-perintah; dan 
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3) Kekuasaan kharismatik atau pribadi yang didapatkan dari pengabdian 

terhadap kesucian, kepahlawanan tertentu atau sifat yang patut dicontoh dari 

seseorang dan dari corak tata tertib yang diperlihatkan olehnya.
25

 

Dari uraian 3 jenis di atas, maka setidaknya itulah jenis yang ideal atau 

pengertian abstraksi tentang kekuasaan kharismatik menurut Webber, berbeda 

dengan kedua hal lainnya karena bersifat tidak tetap atau stable, meskipun 

terjadi lagi, dan cenderung berubah menjadi salah satu daripada kedua jenis 

lainnya. 

Pemimpin kharismatik yang menonjol dapat dibedakan dari pemimpin-

pemimpin lainnya dengan kemampuan untuk memberi semangat dan 

mempertahankan kesetiaan dan pengabdian terhadapnya secara pribadi, di luar 

dari pekerjaan atau kedudukannya. Dia dianggap memiliki kekuatan dalam 

bidang militer, kefanatikan agama, kecakapan menyembuhkan, kepahlawanan 

atau dalam dimensi yang lain. Seperti yang ditekankan oleh Webber, bahwa 

titik beratnya bukanlah pada siapa pemimpin tersebut, akan tetapi bagaimana ia 

ditanggapi oleh mereka yang di bawah kekuasaannya atau sekelilingnya, dan 

inilah yang menentukan berlakunya kharisma tersebut. Kharismanya 

terkandung pada persepsi-persepsi rakyat dan orang yang berada di 

sekelilingnya. Menurutnya, kemampuan mempertimbangkan keadaan-keadaan 

yang sekiranya dapat membantu munculnya kepemimpinan kharismatik di 

suatu negara. Kemudian hal tersebut akan mampu menjelaskan bagaimana 

pemimpin kharismatik tersebut timbul dan mendapat pengakuan. Pada 
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akhirnya, penilaian terhadap fungsi-fungsi serta kepemimpinan kharismatik 

tersebut dalam bentuk perubahan-perubahan yang lazim dalam artiannya 

mengenai “pembangunan”.  

Teori kepemimpinan kharismatik oleh Max Webber, relevan dengan tipe 

dan daya tarik kharisma seorang pemimpin dalam proses resolusi konflik. 

Keselarasan teori dengan beberapa elemen yang menjadi sebab aspek factual 

historis di dalam penelitian tesis ini, yakni: 

1. Kemunculan kepemimpinan kharismatik didasarkan oleh situasi 

mendesak, namun juga ditekankan pada aspek murni yakni kebiasaan dari 

individu. 

2. Sumber pengesahan pemimpin kharismatik terletak pada gambaran 

keadaan yang memperlihatkan bagaimana kehidupannya dan apa yang 

dipertahankan, selain itu validitas kharisma terletak pada interaksi antara 

pemimpin dan sekelilingnya. 

3. Kemunculan ulama telah memberikan dampak dalam proses resolusi 

konflik. 

4. Daya tarik ulama dalam menampung berbagai keluhan dan mengarahkan 

penduduk Kedung Ombo dalam mengubah persepsi konflik yang 

berkembang. 

5. Sebagai suatu keharusan, pemimpin kharismatik memusatkan perhatian 

pada aspek keutuhan tanpa perpecahan, mempersatukan, 

memperhitungkan untung dan rugi. 
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6. Mimbar internasional dapat dipergunakan oleh pemimpin kharismatik 

sebagai suatu hal yang sangat berarti dalam pembentuk suatu kepribadian 

atau identitas nasional. 

7. Kepemimpinan kharismatik memungkinkan banyak hal yang membantu 

konsolidasi, penggunaannya dapat pula memperlambat kelembagaan dan 

komunitas kekuasaaan yang diperlukan bagi tugas-tugas pembangunan 

yang nyata. 

Simon Fisher menyebutkan bahwa konflik adalah hubungan antara dua 

pihak atau lebih (individu atau kelompok) yang memiliki, atau yang merasa 

memiliki, sasaran-sasaran yang tidak sejalan. Ia juga berpendapat bahwa 

konflik timbul karena ketidakseimbangan antara hubungan-hubungan itu, 

contohnya kesenjangan, status sosial, kurang meratanya kemakmuran dan 

akses yang tak seimbang sehingga menimbulkan masalah-masalah seperti 

diskriminasi, pengangguran, kemiskinan, penindasan dan kejahatan. Konflik 

dapat dikelola dengan menggunakan beberapa pendekatan, yang salah satunya 

menggunakan resolusi konflik.
26

  

Dalam penelitian ini, resolusi konflik relevan dengan realitas sejarah yang 

ada, sehingga akan mampu menguraikan temuan fakta sejarah. Resolusi 

konflik mengacu pada strategi-strategi untuk menangani konflik terbuka 

dengan harapan tidak hanya mencapai suatu kesepakatan untuk mengakhiri 

kekerasan (penyelesaian konflik), namun juga mencapai suatu resolusi dari 

berbagai perbedaan sasaran yang menjadi penyebabnya.  
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Teori konflik oleh Simon Fisher juga relevan dengan bentuk konflik dan 

pendekatan mengelola konflik. Teori tersebut juga selaras dengan beberapa 

aspek fakta historis, beberapa diantaranya yaitu: 

1. Penyebab konflik disebabkan pada masalah-masalah ketidaksetaraan dan 

ketidakadilan yang muncul sebagai masalah sosial, budaya, dan ekonomi. 

2. Dalam mengelola konflik, dibutuhkan resolusi konflik yang mengacu pada 

strategi penanganan konflik dan ingin dicapainya resolusi berbagai 

perbedaan yang menjadi asal penyebab konflik. 

3. Dalam penyusunan pengelolaan strategi konflik, terdapat bantuan dan 

konflik sehingga analisis mengenai dampak program bantuan dan 

pembangunan dalam konflik bisa diuraikan. 

4. Dalam memengaruhi kebijakan, terdapat beberapa LSM, ulama, 

mahasiswa, paguyuban, lembaga bantuan hukum dan beberapa kelompok-

kelompok yang berusaha mengatasi konflik.   

5. Dari segi tindakan dalam pengelolaan konflik, mayoritas mengelola konflik 

secara langsung, seperti upaya pencegahan, mempertahankan kehadiran, 

memungkinkan penyelesaian. 

6. Ulama menggunakan peace keeping (menghentikan kekerasan yang 

dilakukan), peace making (menciptakan perdamaian), dan peace building 

(membina perdamaian agar bisa bertahan dalam jangka panjang) sebagai 

bentuk upaya resolusi konflik di Kedung Ombo 
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F. Metode Penelitian 

Penelitian sejarah sosial ini menggunakan metode kualitatif yang bertumpu 

pada studi lapangan dengan teknik penyajian data serta penulisan yang bersifat 

deskriptif dan analisis, dan studi pustaka atau library research. Tahapan 

heuristik dilakukan sebagai bentuk usaha untuk memberikan sudut pandang 

lebih luas bagi peneliti dalam menguji validitas fakta-fakta baru yang 

ditemukan. Data dan atau sumber yang sesuai dengan latar belakang peristiwa 

sejarah peristiwa pembangunan Kedung Ombo, diproses dan dikaji kembali 

dalam penelitian yang akan memperoleh pandangan secara lebih rinci 

mengenai keberadaan kepemimpinan ulama dalam pokok persoalan.
27

 

Tahapan verifikasi atau kritik sumber mendorong peneliti agar mampu 

membangun peristiwa sejarah yang relevan dengan topik pembahasan dan 

objek materiil penelitian. Aplikasi kritik pada sumber-sumber yang tergolong 

pada sumber pustaka dilakukan agar mendapatkan keabsahan sumber (library 

research).
28

 Beberapa sumber primer yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah buku, jurnal, dokumen berupa surat kabar, koran, majalah, sumber lisan 

(oral source). Proses uji kualitas dan kesesuaian sumber dengan topik 

pembahasan dilakukan dengan melakukan perbandingan terkait sumber-sumber 

yang digunakan. Menurut Gottscalk, generalisir sumber-sumber data historis 

melalui kajian pustaka digunakan sebagai proses perbandingan untuk menguji 
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dan menganalisa sumber data yang otentik dan dipercaya.
29

 Kritik sumber 

secara internal dan eksternal dilakukan dengan beriringan dalam proses 

pengumpulan data. Kedua kritik ini diberlakukan dalam seleksi informan saat 

pengumpulan data melalui metode wawancara. Kelangkaan sumber tertulis 

yang dapat memberikan informasi lebih banyak tentang objek penelitian 

mengharuskan peneliti untuk menempuh metode wawancara secara mendalam 

kepada para saksi sejarah dan tokoh-tokoh masyarakat Kedung Ombo.
30

 

Beberapa informan dikelompokkan menjadi 3, yakni tokoh lokal Kedung 

Ombo, keluarga ulama, dan pihak luar yang menjadi saksi sejarah dalam 

keikutsertaannya dalam dinamika peristiwa Kedung Ombo. Melalui kritik 

intern terhadap fakta-fakta sejarah yang peneliti temukan dari sumber primer 

dan sumber sekunder, akan membantu dalam hal penemuan fakta. Akurasi 

temuan sumber dan kualitas data yang sesuai dengan studi pustaka serta hasil 

interview akan mampu memenuhi standar nilai sebagai bagian dari penelitian 

karya ilmiah.
31

 

Pentingnya tahapan tersebut dalam memperoleh fenomena atau gejala 

sosial akan mampu mengungkap peristiwa sejarah secara komprehensif. 

Penggunaan ilmu bantu sosiologi juga memberikan dampak terkait 

kepemimpinan seorang ulama atau kyai dalam hal status sosialnya di 

kehidupan masyarakat. Selain itu, konflik yang berkembang di tengah 

pembangunan waduk Kedung Ombo tak lain adalah adanya kepentingan dalam 
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jangka panjang menurut pemangku kebijakan yang mana hal tersebut ternyata 

berdampak kepada keberlangsungan hidup warga sekitar Kedung Ombo. 

Kepemimpinan seorang ulama kemudian hadir dalam lingkaran konflik yang 

secara tiba-tiba atau secara refleks keberadaan tokoh tersebut ikut andil dalam 

sebuah dinamika konflik. Sebagai hipotesa sementara, terkait dengan bukti-

bukti sejarah dalam kepemimpinan ulama di Kedung Ombo diyakini 

memberikan efek atau dampak yang berlangsung dalam konflik tersebut. 

Sebagai contoh bahwa (mungkin) kepercayaan masyarakat terhadap sesosok 

ulama akan mampu memberikan dampak terhadap konflik yang tak kunjung 

selesai.  

Setelah data terkumpul, interpretasi sejarah dilakukan sebagai tahapan 

ketiga. Proses interpretasi atau analisis data dilakukan dengan cara sintesis 

fakta-fakta yang diperolah melalui eksplanasi sejarah. Beberapa data yang telah 

dikumpulkan, mekanisme interpretasi dilangsungkan terhadap data tersebut 

yang berupa data dokumenter, hasil wawancara dan observasi, berdasarkan 

kategori masalah yang mengacu pada kerangka teori penelitian.
32

 Fakta-fakta 

sejarah selanjutnya dikategorikan sesuai dengan tipe kepemimpinan Ulama dan 

upaya resolusi konflik dalam konteks pembangunan waduk Kedung Ombo. 

Kategorisasi fakta ini juga memperlihatkan inti sari historiografi pada 

penguraian logis atau hubungan kausalitas guna mendukung pemantapan 

kesimpulan. Oleh karena itu, penjelasan sejarah dalam tesis ini adalah suatu 

bentuk kesatuan pembahasan yang sistematis. 
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G. Sistematika Pembahasan 

Penulisan dari penelitian ini akan disusun menjadi lima bab yang berkaitan  

dan saling mendukung antara bagian satu dengan bagian yang lainnya, dengan 

sistematika pembahasan sebagai berikut: 

BAB I membahas mengenai pendahuluan yang berisikan latar belakang 

masalah, batasan dan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, 

tinjauan pustaka, landasan teoritik, metode penelitian, dan sistematika 

pembahasan. 

BAB II menjelaskan aktivitas sosial keagamaan masyarakat sekitar Waduk 

Kedung Ombo sebelum dibangunnya waduk. Bagian ini juga akan membahas 

mengenai tentang kondisi demografi, mata pencaharian, dan sistem 

kepercayaan masyarakat sekitar waduk Kedung Ombo. 

BAB III fokus pembahasan mengenai proses pembangunan waduk Kedung 

Ombo dan juga respons masyarakat setempat atas kebijakan tersebut. Dalam 

bagian ini juga akan membahas mengenai terjadinya konflik antara warga 

terdampak dengan pemangku kebijakan dan dinamika konflik yang terjadi. 

BAB IV menjelaskan secara objektif mengenai keterlibatan ulama dalam 

proses resolusi konflik seputar pembangunan waduk Kedung Ombo. Dalam 

bagian ini akan dijelaskan mengenai kepemimpinan ulama yang ikut serta 

dalam proses resolusi konflik dan kontribusi Ulama dalam menjalankan fungsi 

dari kepemimpinannya. 

BAB V menguraikan hasil penelitian yang berisi kesimpulan dan saran. 

Kesimpulan merupakan hasil jawaban dari rumusan masalah yang telah 
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dituliskan pada awal penelitian yang bersifat problematik, sehingga dapat 

menjawab apa yang di teliti. Saran merupakan hasil dari proses penelitian 

berupa masukan, anjuran, atau kritik yang membangun sehingga mampu 

memberikan respons positif terhadap suatu karya penelitian sejarah. Saran 

akademik juga diperlukan agar penelitian tentang objek ulama dan Kedung 

Ombo dapat melengkapi penelitian ini. 

 

H. Jadwal Penelitian 

Penelitian yang dijadwalkan oleh peneliti dibagi menjadi beberapa tahap, 

yakni: 

1. Tahap Pertama, dilakukan dari Agustus-Desember 2021 dan Januari-Maret 

2022 terkait agenda penelusuran informasi berupa Narasumber, Informan dan 

Sumber Referensi. Tahap ini merupakan tahap awal yang berfungsi sebagai 

penelusuran ketersediaan buku, koran, jurnal hingga contac person saksi terkait 

dengan cara pelacakan media, jaringan pertemanan atau jaringan organisasi 

yang sekiranya dapat diakses. 

2. Tahap Kedua, dilakukan dari Maret-Oktober 2022 berupa Interview 

dengan Narasumber dan Informan yang telah dipilih sesuai ketersediaan 

informasi dan data. Tahap ini dilakukan melalui berbagai cara, yakni dengan 

terjun ke lapangan penelitian di daerah Salatiga, Kabupaten Semarang, 

Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali, Solo, Yogyakarta, lokasi sekitar 

Waduk Kedung Ombo dan melalui kontak media sosial/pribadi (online meet). 
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3. Tahap Ketiga, dilakukan di antara kurun waktu bulan Juli-November 2022 

berupa penulisan dan olah data meliputi seluruh data lisan dan atau non lisan 

hingga penyelesaian rangkaian penelitian tesis.  

Pada saat melakukan penelitian, terdapat hambatan teknis dan non teknis. 

Penyebab hambatan yang telah dievaluasi ialah karena adanya kejadian atau 

hambatan yang tidak terduga. Sehingga sering terjadi agenda diluar dari jadwal 

yang telah direncanakan oleh peneliti. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Pertama, kondisi warga sekitar Kedung Ombo berkaitan dengan keadaan 

ekonomi, sosial budaya, pendidikan keagamaan masih memegang nilai-nilai 

yang berada dalam masyarakat pedesaan. Pada masa sebelum pembangunan 

Kedung Ombo, masyarakat rata-rata berprofesi sebagai petani. Kondisi 

pendidikan di sekitar Kedung Ombo juga dapat dikatakan rendah, mengingat 

masih adanya buta huruf di tahun 1987, akan tetapi sejak 1987 juga di daerah 

Kemusu bebas dari buta aksara, buta angka dan bahasa Indonesia. Berkaitan 

dengan keagamaan, masyarakat di sekitar Kedung Ombo adalah muslim. 

Pelaksanaan tradisi Jawa terkait dengan upacara dan ritual masih 

dilakukan dengan sistem penanggalan Jawa sebagai acuan kegiatan tertentu. 

Tidak hanya ritual dan tradisi, warga sekitar Kedung Ombo juga masih 

mempercayai mitologi yang bersumber dari leluhur-leluhurnya, kebanyakan 

berisi mengenai nasihat hidup dan berkaitan tentang zaman kemakmuran. 

Kepercayaan ini begitu melekat, karena tetap dijaga dan dipeliharanya dongeng 

mengenai kepahlawanan dan piweling yang kemudian diinterpretasikan oleh 

sebagian warga Kedung Ombo dalam melawan kebijakan pembangunan 

Waduk Kedung Ombo. 

Kedua, Pembangunan Waduk Kedung Ombo didasarkan atas beberapa 

permasalahan terkait ketersediaan air, kualitas air minum, pengendalian banjir 
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serta dorongan pengembangan sungai Jratunseluna untuk kepentingan nasional 

secara ekonomi dan daerah dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat di 

daerah proyek. Pembangunan Waduk Kedung Ombo meliputi 3 Kabupaten 

(Boyolali, Sragen, Grobogan), 5 Kecamatan, dan 33 desa dengan sebanyak 

5.268 KK. Proses pembangunan dilakukan secara 4 tahap, yakni tahap 

sosialisasi, tahap pembebasan tanah, tahap pembangunan fisik, dan tahap 

peresmian.  

Terjadinya konflik pembangunan Waduk Kedung Ombo disebabkan oleh 

pendekatan dari mulai sosialisasi oleh tim Pembebasan Tanah yang dianggap 

oleh warga menyimpang dari unsur musyawarah mufakat. Setelahnya, warga 

yang minim informasi justru menolak untuk didata tanahnya karena dari awal 

sosialisasi sudah terdapat kejanggalan dalam prosesnya. Pemerintah setempat 

dan tim pembebasan tanah melakukan tindakan yang di luar batas seperti 

pemaksaan, ancaman, dan pemberian ganti rugi yang kecil tanpa adanya 

musyawarah. Alhasil warga melakukan perlawanan seperti aksi tidak 

menerima ganti rugi, dan memilih bertahan di tanah kelahirannya.  

Pemerintah setempat juga tidak melakukan sikap yang diinginkan oleh 

warga, yakni secara musyawarah mufakat. Ditambah dengan adanya kebijakan 

relokasi dan transmigrasi tanpa adanya persetujuan, warga menjadi seakan-

akan terusir dari tanah kelahirannya. 

Ketiga, konflik yang kemudian menjadi isu nasional bahkan internasional 

ini mengakibatkan berbagai kalangan menunjukkan dukungan dan 

kepeduliannya. LSM, mahasiswa, ulama, akademisi dan tokoh-tokoh lainnya 
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telah menujukkan sikap tentang dampak dari pembangunan waduk Kedung 

Ombo. Kasus Kedung Ombo memang telah melibatkan banyak unsur dalam 

hal penanganannya. Ulama berkontribusi dalam hal resolusi konflik antara 

pemangku kebijakan dan warga terdampak pembangunan Kedung Ombo. Hal 

ini dikarenakan faktor relasi dan interaksi dari mahasiswa, LSM, tokoh agama 

lintas iman dengan K.H. Hammam Dja‟far, K.H. Mahfudz Ridwan, dan K.H. 

Abdurrahman Wahid. Relasi tersebut memberikan informasi seputar dampak 

yang dirasakan warga terdampak Kedung Ombo, sehingga memunculkan sikap 

solidaritas untuk membantu orang lemah. Berdasarkan informasi tersebut, 

penggalangan solidaritas sosial menjadi alasan ulama berkontribusi dalam 

resolusi konflik pembangunan waduk Kedung Ombo. Dibutuhkannya 

seseorang yang bersedia mendampingi dan membela hak-hak warga terdampak 

pembangunan Waduk Kedung Ombo menjadi faktor ulama berperanan dalam 

memberikan edukasi dan advokasi di Kedung Ombo. 

Selain itu, terdapat alasan hukum, keadilan yang belum dirasakan oleh 

rakyat, persoalan hak asasi manusia, alasan politik dan kesewenang-wenangan 

pemerintah dalam menerapkan kebijakan Orde Baru sehingga dikritik oleh 

ulama-ulama. Kontribusi ulama dalam resolusi konflik tergambarkan dalam 

tiga proses, yakni proses penciptaan perdamaian oleh ketiga ulama, proses 

penggalangan perdamaian oleh K.H. Hammam Dja‟far dan K.H. Abdurrahman 

Wahid, dan proses membina perdamaian melalui K.H. Mahfudz Ridwan dan 

K.H. Abdurrahman Wahid. Ketiga ulama menggunakan cara dan pendekatan 

yang berbeda dalam resolusi konflik di Kedung Ombo. 
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Kepemimpinan kharismatik dari ketiga ulama di atas memperlihatkan 

bahwa fungsi kepemimpinan dari Max Webber telah diterapkan. Identifikasi 

mengenai kepemimpinan kharismatik ulama tercermin dari adanya fungsi 

mobilisasi untuk mendorong terjadinya perubahan dari sisi sikap warga 

Kedung Ombo; fungsi mediasi untuk menangani konflik dan ketegangan antar 

pihak secara langsung; serta fungsi motivasi dari ketiga ulama yang memiliki 

konsentrasi terhadap keadaan pendampingan masyarakat, penguatan psikologis 

warga terkena dampak pembangunan Kedung Ombo serta keikutsertaan 

masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Upaya dari tiap ulama 

menujukkan adanya resolusi konflik karena berdampak dari segi sikap warga 

terhadap kemandiriannya serta keputusan relokasi melalui pendekatan dari 

beberapa ulama maupun pihak lain seperti LSM, dan gubernur Mardiyanto. 

Faktor yang membentuk tipe kepemimpinan menurut Max Webber dalam 

penjelasan teori kharismatik adalah faktor intern berupa penekanan pada aspek 

murni kebiasaan dari individu, dan faktor ekstern berupa konsistensinya 

terhadap aspek keutuhan tanpa perpecahan, mempersatukan dan 

memperhitungkan untung dan rugi. Ketiga ulama telah terbiasa melakukan 

edukasi dan advokasi kepada masyarakat ketika terdapat problem sosial. Aspek 

mempertahankan keutuhan tanpa perpecahahan, mempersatukan, 

memperhitungkan untung rugi tergambarkan ketika ketiga ulama menjalankan 

penggalangan solidaritas sosial dalam proses resolusi konflik di Kedung Ombo. 
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B. Saran 

Penulisan Tesis yang berjudul “Kepemimpinan Ulama dalam Resolusi 

Konflik Pembangunan Waduk Kedung Ombo Tahun 1985-2002” masih jauh 

dari kata sempurna. Beberapa data dan temuan sumber masih belum lengkap 

seluruhnya. Oleh sebab itu, peneliti berharap adanya masukan, tanggapan dan 

informasi yang lebih luas tentang ulama maupun pembangunan Kedung Ombo. 

Peneliti berharap akan adanya penelitian lanjutan yang mampu melengkapi 

penelitian ini. Dengan objek penelitian yang sama, namun pendekatan dan 

perspektif yang berbeda akan mendapatkan informasi dan data yang lebih 

lengkap sehingga mampu menyajikan hasil penelitian yang lebih baik. 
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